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Salah satu cara eksekusi yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
1996 tentang Hak Tanggungan adalah dengan jalan eksekusi title eksekutorial 
berdasarkan sertifikat Hak Tanggungan yang dilakukan dengan bantuan 
pengadilan. Dalam skripsi ini penulis mencoba memberikan analisis pelaksanaan 
eksekusi terhadap objek Hak Tanggungan dengan bantuan pengadilan di 
Pengadilan Negeri Boyolali. Eksekusi merupakan realisasi kewajiban pihak yang 
dikalahkan dalam putusan hakim, untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam 
putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Prosedur eksekusi hak 
tanggungan di pengadilan negeri melalui beberapa tahap di antaranya permohonan 
eksekusi, pemberian aanmaning, pelaksanaan sita eksekusi dan penetapan lelang 
eksekusi. Hambatan dalam eksekusi hak tanggungan di Pengadilan Negeri 
Boyolali, diantaranya yaitu perlawanan pihak ketiga, perlawanan dari pihak 
debitur atau tereksekusi pada waktu pelaksanaan sita eksekusi oleh Pengadilan 
dan tidak adanya peminat atau pembeli. 
 




One way of execution given in Act No. 4 of 1996 on Mortgage is the execution 
path based on the certificate of title executorial Mortgage conducted with the 
assistance of the court. In this paper the author tries to provide an analysis of 
executing the Mortgage object with the help of the court in Boyolali District 
Court. Execution is the realization of the obligations of the parties defeated in the 
judge's decision, in order to meet the achievements listed in the judge's decision 
was legally binding. The execution procedure security rights in court through 
several stages including the petition, granting aanmaning, implementation of the 
foreclosure auction execution and determination of execution. Obstacles in the 
execution of a security interest in Boyolali District Court, among which the third 
party of resistance, the resistance of the debtor or executed during the execution of 
confiscation execution by the Court and the absence of buyer or buyers. 
 







Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam 
kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat 
diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-
meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung 
perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf 
kehidupannya.
1
 Pinjam-meminjam uang umumnya sering dipersyaratkan adanya 
penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi jaminan. 
Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan 
kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan 




Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu 
benda yang memiliki hubungan langsung dengan benda-benda itu, dapat 
dipertahankan terhadap siapapun benda itu berada (Droit de suite) dan dapat 
dialihkan.
3
 Jaminan kebendaan itu lahir dan bersumber pada perjanjian. Jaminan 
ini ada karena diperjanjikan antara Kreditur dan Debitur, misalnya Hak 
Tanggungan. 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 
Tanggungan, maka ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang 
hipotek (dalam buku kedua), yang semula masih dinyatakan berlaku oleh Undang-
Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, dinyatakan tidak berlaku lagi. Akan 
tetapi, yang dinyatakan tidak berlaku lagi adalah hipotek yang diatur dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang khusus berkenaan dengan tanah. 
Sedangkan hipotek atas benda-benda lainnya tetap berlaku, misalnya hipotek atas 
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Selanjutnya, dalam Undang-Undang Hak Tanggungan memberikan 
kemudahan bagi para Kreditur pemegang Hak Tanggungan apabila Debitur cidera 
janji atau wanprestasi, berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan b Undang-
Undang Hak Tanggungan eksekusi atas benda jaminan Hak Tanggungan dapat 
ditempuh melalui 3 (tiga) cara, yaitu: (1) Parate executie; (2) Title executorial; 
dan (3) Penjualan di bawah tangan. 
Ketiga eksekusi Hak Tanggungan tersebut di atas masing-masing memiliki 
perbedaan dalam prosedur pelaksanaannya, seperti dimaksud untuk parate 
executie karena wanprestasi biasanya melakukan eksekusi sendiri melalui Kantor 
Pelayanan Kekayaan dan Negara Lelang (KPKNL) tersebut dan pelaksanaanya 
lebih singkat, title executorial atau berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan yang 
tunduk pada Hukum Acara Perdata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 224 
HIR/258 Rbg, dalam pelaksanaanya harus melalui penetapan Ketua Pengadilan, 
maka memerlukan waktu yang tidak singkat, sedangkan eksekusi penjualan di 
bawah tangan pelaksanaan harus memenuhi beberapa persyaratan yang antara lain 
adanya kesepakatan antara pemberi Hak Tanggungan (Debitur) dengan pemegang 
Hak Tanggungan (Kreditur). 
Sengketa utang piutang karena debitur tidak dapat mengembalikan 
utangnya merupakan masalah bagi kreditur tentang bagaimana agar debitur 
bersedia memenuhi kewajibannya. Kreditur tidak mungkin dapat memaksa 
debitur untuk segera membayar utangnya, apalagi dengan mengambil barang-
barangnya dengan maksud sebagai pelunasan utang, dapat berakibat kreditur 
sendiri melanggar ketentuan perundang-undangan. 
Banyak permasalahan-permasalahan mengenai eksekusi Hak Tanggungan, 
seperti pemberi Hak Tanggungan tidak bersedia melaksanakan pengosongan 
dengan sukarela, pemegang Hak Tanggungan Kedua, Ketiga dan seterusnya 
melakukan perlawanan. Akan tetapi perlu diingat bahwa Kreditur harus mendapat 
perlindungan Hukum terhadap nasabah atau Debitur yang jelas-jelas cidera 
janji/wanprestasi. 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 
Pertama, untuk mengetahui prosedur penyelesaian eksekusi Hak Tanggungan di 
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Pengadilan Negeri Boyolali; dan Kedua, untuk mengetahui hambatan-hambatan 
yang terjadi dalam penyelesaian eksekusi Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri 
Boyolali. Adapun manfaat penelitian ini adalah pertama, melalui penelitian ini 
diharapkan dapat berguna menambah pengetahuan dan melengkapi bahan bacaan 
dalam ilmu hukum khususnya Hukum Jaminan tentang pelaksanaan eksekusi Hak 
Tanggungan di Pengadilan Negeri Boyolali; kedua, melatih penulis dalam 
mengungkap suatu masalah dan untuk sebuah perbandingan antara teori yang 
diperoleh dengan praktek apakah sesuai ataupun berbeda. 
 
2. METODE  
Penelitian ini melalui pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif  i 
di Pengadilan Negeri Boyolali. Sumber data berasal dari data sekunder berupa 
dokumen, bahan hukum tertulis juga ditunjang data primer sebagai pelengkap. 
Metode pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan wawancara (interview) 
kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif yaitu cara penelitian yang 
menghasilkan deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara 





3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Penyelesaian Eksekusi Hak Tanggungan melalui Pengadilan Negeri 
Boyolali 
Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap. Yang dapat dieksekusi adalah salinan putusan dan grosse 
akta (salinan pertama dari akta autentik). Grosse akta dapat dieksekusi karena 
memuat titel eksekutorial, sehingga grosse akta disamakan dengan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang memuat titel 
eksekutorial juga, dengan demikian dapat dieksekusi.
6
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Sejalan dengan ketentuan Pasal 14 UUHT yang menyatakan bahwa 
sertifikat Hak Tanggungan berlaku sebagai grosse acte hypotheek sepanjang 
mengenai hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan. Sertifikat Hak 
Tanggungan ini berfungsi sebagai tanda bukti bahwa adanya Hak Tanggungan 
yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan yang mempunyai kekuatan sama 
seperti halnya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
Berdasarkan data hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak-pihak 
yang terlibat dalam pelaksanaan eksekusi terhadap objek Hak Tanggungan di 
Pengadilan Negeri Boyolali diperoleh data bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap 
objek Hak Tanggungan dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:
7
 
Pertama, Tahap permohonan. Pada prinsipnya pengadilan/hakim dalam 
menangani suatu perkara bersifat pasif, artinya pengadilan/hakim baru akan 
menjalankan tugas dan kewenanganya ketika ada sebuah perkara yang 
dimohonkan untuk diproses di pengadilan. Termasuk dalam pelaksanaan eksekusi 
terhadap objek Hak Tanggungan, Pengadilan Negeri Boyolali baru akan 
melakukan proses pelaksanaan eksekusi setelah adanya permohonan eksekusi dari 
pihak kreditur. Sehingga tanpa adanya pengajuan permohonan dari pihak kreditur 
maka Pengadilan Negeri Boyolali tidak dapat melakukan proses eksekusi. Syarat 
administratif yang harus dipenuhi oleh kreditur dalam permohonan eksekusi ini 
adalah: (1) Lampiran Perjanjian Kredit, (2) Lampiran Akta Pemberian Hak 
Tanggungan, (3) Lampiran Sertifikat Hak Tanggungan, dan (4) Lampiran 
Sertifikat Tanah. 
Permohonan berserta lampiran-lampiran tersebut diberikan kepada 
Panitera Pengadilan Negeri Sragen dan selanjutnya pihak pemohon 
eksekusi/kreditur diwajibkan membayar biaya panjar atau Surat Kuasa Untuk 
Membayar (SKUM) untuk biaya perkara yang dimohonkan Kemudian oleh 
panitera Pengadilan Negeri Boyolali perkara tersebut didaftar dalam buku register 
perkara Pengadilan Negeri Boyolali. 
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Kedua, Tahap Aanmaning. Ketua Pengadilan Boyolali melakukan 
pemanggilan kepada pihak debitur pada hari dan tanggal yang telah ditentukan 
untuk diberikan peringatan (aanmaning). Pemberitahuan pemanggilan terhadap 
pihak debitur tersebut diberikan oleh Pengadilan Negeri Boyolali maksimal 3 
(tiga) hari sebelum pemanggilan dilakukan. Dalam hal ini Ketua Pengadilan 
Negeri Boyolali memberikan nasihat dan pertimbangan hukum kepada pihak 
debitur dengan maksud agar pihak debitur segera menyadari kewajibanya dan 
bersedia melunasi/membayar apa yang menjadi hak pihak kreditur tanpa harus 
menyelesaikan perkara tersebut sampai tahap eksekusi lelang. 
Apabila dalam pemanggilan (pemberian aanmaning) ini pihak debitur 
tidak hadir memenuhi panggilan maka Ketua Pengadilan Negeri Boyolali 
melakukan pemanggilan ulang pada hari dan tanggal yang telah ditentukan. Dan 
apabila dalam pemanggilan yang kedua untuk agenda pemberian aanmaning ini 
pihak debitur tidak juga hadir maka Ketua Pengadilan Negeri Boyolali membuat 
penetapan bahwa pihak debitur tidak memenuhi panggilan Peringatan dari Ketua 
Pengadilan Negeri Boyolali atau aanmaning ini harus dilakukan oleh pihak 
debitur dalam waktu 8 (delapan) hari. Apabila dalam jangka waktu tersebut pihak 
debitur dapat melunasi/membayar kewajibanya sesuai dengan perjanjian kredit 
maka perkara akan selesai pada saat pembayaran tersebut. Namun apabila dalam 
jangka waktu tersebut pihak debitur tidak juga melakukan kewajiban kepada 
pihak kreditur maka Ketua Pengadilan Negeri akan melakukan proses/tahapan 
selanjutnya yaitu sita eksekusi. 
Ketiga, Tahap Sita Eksekusi. Sita eksekusi pada dasarnya merupakan 
tahap peringatan terakhir dari Ketua Pengadilan Negeri Boyolali kepada pihak 
debitur sebelum objek Hak Tanggungan dilakukan eksekusi melalui pelelangan. 
Pada tahap ini Ketua Pengadilan Negeri Boyolali dengan mempertimbangkan 
peringatan (aanmaning) yang telah diberikan kepada pihak debitur dalam jangka 
waktu 8 (delapan) hari, kemudian memberikan penetapan sita eksekusi terhadap 
objek Hak Tanggungan. Dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri Boyolali 
mengeluarkan Surat Penetapan yang berisi memerintahkan kepada Panitera 
Pengadilan Negeri Boyolali atau apabila berhalangan menunjuk pengantinya yang 
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sah, dengan disertai dua orang saksi untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap 
objek Hak Tanggungan yang dijaminkan oleh debitur.  
Setelah ditentukan waktu pelaksanaan sita eksekusi oleh Panitera 
Pengadilan Negeri Boyolali kemudian Jurusita Pengadilan Negeri Sragen 
melakukan pembacaan penetapan sita eksekusi dengan didampingi oleh Muspika 
setempat (Kapolsek, Camat, dan Kepala Desa) di halaman/pelataran Balai Desa 
tempat objek Hak Tanggungan berada. Hal ini bertujuan agar pihak desa setempat 
mengetahui bahwa objek Hak Tanggungan yang dijadikan jaminan oleh pihak 
debitur telah diletakan sita eksekusi dan pihak desa setempat juga turut melakukan 
pengawasan terhadap objek tersebut. 
Keempat, Tahap Pelelangan. Tahapan selanjutnya setelah dilakukanya sita 
eksekusi terhadap objek Hak Tanggungan adalah tahapan pelelangan terhadap 
objek Hak Tanggungan. Tahapan ini diawali dengan permohonan lelang eksekusi 
dari kreditur kepada Ketua Pengadilan Negeri Boyolali dengan melampirkan 
perincian hutang terakhir dari pihak debitur terhitung sejak tunggakan sampai 
diajukanya permohonan eksekusi lelang. Ketua Pengadilan Negeri Boyolali 
kemudian mengeluarkan Penetapan Lelang Eksekusi yang isinya memerintahkan 
kepada panitera Pengadilan Negeri Boyolali atau digantikan wakilnya dengan 
dibantu oleh 2 (dua) orang saksi dengan meminta bantuan kepada Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat, dalam hal ini untuk 
wilayah Boyolali ke KPKNL Surakarta untuk melakukan penjualan dimuka 
umum atas objek Hak Tanggungan dan membuat berita acara untuk disampaikan 
pada Kantor Pertanahan di mana objek Hak Tanggungan tersebut berada.  
Tahapan ini diawali dengan Ketua Pengadilan Boyolali mengirim surat 
permohonan agar dilakukanya lelang terhadap objek Hak Tanggungan kepada 
KPKNL dengan melampirkan seluruh berkas-berkas yang ada dari permohonan 
sampai sita eksekusi. Terhadap surat permohonan lelang dari Ketua Pengadilan 
Negeri Boyolali tersebut kemudian KPKNL akan memberikan surat jawaban 
tentang jadwal pelaksanaan lelang dan memberikan perintah kepada Ketua 
Pengadilan Negeri Boyolali untuk: (1) Membuat pengumuman akan 
dilaksanakanya lelang dengan mencantumkan jadwal pelaksanaan lelang, harga 
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limit objek lelang, serta letak objek lelang melalui selebaran yang ditempel pada 
papan pengumuman di Pengadilan Negeri Boyolali dan tempat strategis lainya. 
Pengumuman melalui selebaran ini dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat 
belas) hari, (2) Setelah jangka waktu pengumuman tersebut habis, maka Ketua 
Pengadilan Negeri membuat pengumuman yang sama melalui media masa seperti 
koran selama jangka waktu 2 (dua) minggu, (3) Dan harus dicantumkan pula 
bahwa peminat objek lelang harus membayar 20% dari harga limit yang telah 
ditentukan dan dibayarkan kepada rekening KPKNL maksimal sehari sebelum 
dilaksanakannya lelang. Setelah pengumuman tersebut dibuat oleh Pengadilan 
Negeri Boyolali, tahapan selanjutnya adalah dilakukannya lelang pada hari dan 
tanggal yang telah ditetapkan.  
Pelaksanaan lelang sendiri dilakukan di Pengadilan Negeri Boyolali akan 
tetapi sebagai pelaksanaannya adalah KPKNL. Apabila dalam pelaksanaan lelang 
pertama objek lelang tidak terjual karena tidak ada peminat atau pembeli maka 
dilakukan lelang ulang oleh KPKLN. Mengenai jadwal pelaksanaan lelang yang 
kedua ini harus diberitahukan kepada pihak-pihak yang berperkara baik pihak 
kreditur maupun debitur serta kepada Pengadilan Negeri Boyolali. Dan apabila 
sampai 2 (dua) kali pelaksanaan lelang tidak juga ada pembeli, maka pengadilan 
tidak akan melanjutkan proses eksekusi terhadap objek Hak Tanggungan tersebut 
dan menyerahkan penyelesaian perkara kepada para pihak. Setelah pelaksanaan 
lelang berakhir dibuat Risalah Lelang oleh pihak KPKNL, dan uang hasil 
penjualan objek Hak Tanggungan yang diterima KPKNL dari pemenang lelang 
kemudian diserahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Boyolali untuk 
diserahkan pada kreditur, apabila ada kelebihan maka sisanya diberikan kepada 
debitur.  
Menurut analisis penulis berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan 
Negeri Boyolali tentang eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan ketika 
dilakukan analisis dengan peraturan eksekusi pada Pasal 196 s/d 224 HIR, maka 
penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap obyek Hak 
Tanggungan di Pengadilan Negeri Boyolali telah sesuai dengan peraturan yang 
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mengatur tentang tatacara eksekusi Hak Tanggungan melalui bantuan Pengadilan 
Negeri. 
3.2. Hambatan-Hambatan yang Terjadi dalam Pelaksanaan Penyelesaian 
Eksekusi Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri Boyolali 
Subekti
8
 dan Retno Wulan Sutantio
9
 mengalihkan istilah eksekusi 
(executie) ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah ”pelaksanaan” putusan. 
Pembakuan istilah ”pelaksanaan” putusan sebagai kata ganti eksekusi, dianggap 
sudah tepat. Sebab jika bertitik tolak dari ketentuan bab kesepuluh bagian kelima 
HIR atau titel keempat bagian keempat RBG, pengertian eksekusi sama dengan 
tindakan “menjalankan putusan” (ten uitvoer legging van vonnissen). Walaupun 
pengaturan tentang eksekusi terhadap objek Hak Tanggungan sudah dibuat 
sedemikian teraturnya namun pada tataran konkritnya, pelaksanaan eksekusi 
terhadap objek Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri Boyolali tidak jarang 
dijumpai beberapa hambatan dalam pelaksanaanya. Beberapa hambatan yang 
sering dijumpai diantaranya adalah: 
Pertama, perlawanan pihak ketiga. Pada dasarnya pihak ketiga dapat 
mengajukan perlawanan terhadap eksekusi suatu putusan. Berdasarkan ketentuan 
Pasal 195 ayat (6) HIR / Pasal 206 Rbg ayat (6), maka satu-satunya syarat agar 
dapat diterima pihak orang lain (pihak ketiga) untuk mengajukan perlawanan 
tersebut adalah bahwa barang yang akan dieksekusi adalah miliknya. Oleh karena 
itu, bila alasan pengajuan perlawanan adalah di luar hak milik, misalnya hak 
sewa, hak pakai, dan sebagainya tidak diperkenankan mengajukan perlawanan 
tersebut. Adanya campur tangan pihak lain di luar pihak yang berpekara. Modus 
lain yang kadang muncul menjadi penghambat pelaksanaan eksekusi adalah 
terlibatnya pihak ketiga untuk campur tangan dalam proses eksekusi. Ini bisa 
datang dari pihak eksekutif, legislatif ataupun pihak-pihak lainnya yang biasanya 
meminta untuk dilakukan penundaan eksekusi. 
Pada dasarnya perlawanan pihak ketiga tidak menunda eksekusi. Kecuali 
kalau Ketua Pengadilan memberi perintah agar eksekusi tersebut ditunda sampai 
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dijatuhkan putusan pengadilan terhadap perlawanan tersebut. Hal ini ditegaskan 
dalam Pasal 207 HIR, yang menyatakan: “Bantahan itu tiada dapat menahan 
orang mulai atau meneruskan hal menjalankan keputusan itu, kecuali jika ketua 
telah memberi perintah, supaya hal itu ditangguhkan sampai jatuh keputusan 
pengadilan negeri”. 
Berdasarkan pendapatnya terdapat alasan yang benar-benar beralasan 
berdasarkan bukti-bukti yang diajukan pelawan maupun karena mendapat laporan 
dari majelis hakim yang memeriksa perlawanan tersebut. Hal ini diatur dalam 
Pasal 208 HIR, yang menyatakan: 
(1) Peraturan pasal di atas ini berlaku juga, jika orang lain membantah 
hal ini menjalankan keputusan itu, karena dikatakannya, bahwa barang 
yang disita itu miliknya. 
(2) Tentang keputusan yang dijatuhakan menurut pasal di atas, berlaku 
segala peraturan umum tentang meminta apel. 
 
Apabila perlawanan pelawan diterima, maka eksekusi ditangguhkan dan 
dalam putusan yang mengabulkan perlawanan terhadap objek sengketa. Tetapi 
sebaiknya, apabila pelawan pihak ketiga ternyata tidak benar sebagai pemilik atas 
objek sengketa maka perlawanan ditolak dan eksekusi dilanjutkan. 
Kedua, Perlawanan pihak tereksekusi. Sama seperti dengan perlawanan 
terhadap pihak ketiga perlawanan pihak terseksekusi pada dasarnya juga tidak 
menangguhkan eksekusi kecuali apabila Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan 
agar eksekusi tersebut ditunda. Apabila perlawanan diajukan sebelum adanya 
penetapan eksekusi, sebaiknya eksekusi ditangguhkan sementara dalam status quo 
sambil menunggu perlawanan tersebut mendapat putusan. Kalau perlawanan 
pelawan dikabulkan, maka Ketua Pengadilan memerintahkan penangguhan 
eksekusi dan sebaliknya apabila perlawanan ditolak, maka dengan surat penetapan 
memerintahkan eksekusi dilanjutkan. 
Perlawanan pihak terkesekusi biasanya melakukan pengerahan massa, 
yang bisa mengakibatkan eksekusi menjadi gagal atau tertunda. Dalam beberapa 
kasus, eksekusi tertunda gara-gara pihak yang bersengketa, terutama pihak yang 
kalah (tereksekusi) mengerahkan massa pendukungnya. Kondisi ini semakin rumit 
bila pihak pemohon eksekusi juga mengerahkan pendukungnya. Bukan saja 
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eksekusi bisa tertunda, tetapi hal ini juga dapat memicu konflik horisontal antara 
kedua pendukung masing-masing, maka jalan keluarnya pelaksanaan eksekusi 
dapat ditangguhkan untuk selanjutnya dilakukan pelaksanaan eksekusi berikutnya 
yang dtentukan lagi di kemudian hari. 
Ketiga, tidak adanya peminat/pembeli lelang. Tidak adanya 
peminat/pembeli lelang adalah kendala yang paling sering muncul dalam 
pelaksanaan eksekusi terhadap objek Hak Tanggungan. Hal ini disebabkan karena 
adanya kemungkinan harga limit objek Hak Tanggungan yang terlalu tinggi 
sehingga masyarakat kurang berminat membeli objek Hak Tanggungan. Pada saat 
prosesi lelang pertama oleh KPKNL apabila objek Hak Tanggungan tidak terjual, 
maka pihak kreditur biasanya akan meminta kepada ketua Pengadilan Negeri 
Sragen untuk menurunkan harga limit pada pelaksanaan lelang yang kedua. Ini 
merupakan sebuah antisipasi agar nantinya pada pelaksanaan lelang kedua objek 
Hak Tanggungan bisa terjual dan kreditur segera mendapatkan apa yang menjadi 
haknya. Kemungkinan lain tidak adanya peminat atau pembeli lelang juga bisa 
dikarenakan objek Hak Tanggungan yang kurang mempunyai nilai jual misalnya 
letaknya tidak terlalu strategis untuk prospek usaha sehingga calon pembeli 




Pertama, penyelesaian eksekusi Hak Tanggungan melalui Pengadilan 
Negeri Boyolali. (1) Proses eksekusi terhadap objek Hak Tanggungan di 
Pengadilan Negeri Boyolali diawali dengan Permohonan Eksekusi dari Pihak 
Kreditur Ke Pengadilan Negeri Boyolali, (2) Ketua Pengadilan melakukan 
aanmaning atau teguran kepada Termohon eksekusi, agar Termohon Eksekusi 
melaksanakan pemenuhan Hak Tanggungan secara sukarela dalam waktu 
maksimum delapan hari, (3) Apabila Termohon Eksekusi tidak melaksanakan 
teguran dalam batas waktu yang ditentukan, Ketua Pengadilan mengeluarkan 
penetapan yang isinya perintah kepada Panitera atau Jurusita agar dengan 
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perantaraan Kantor Lelang Negara melaksanakan penjualan umum (lelang 
eksekusi) atas objek Hak Tanggungan. 
Kedua, hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penyelesaian 
eksekusi hak tanggungan di Pengadilan Negeri Boyolali, antara lain:  
(1) Perlawanan pihak ketiga yang mengajukan perlawanan dikarenakan bahwa 
objek yang akan di eksekusi adalah miliknya, (2) Perlawanan pihak terkesekusi 
biasanya melakukan pengerahan massa, yang bisa mengakibatkan eksekusi 
menjadi gagal atau tertunda. Dalam beberapa kasus, eksekusi tertunda gara-gara 
pihak yang bersengketa, terutama pihak yang kalah (tereksekusi) mengerahkan 
massa pendukungnya, (3)  Tidak adanya peminat/pembeli lelang adalah kendala 
yang paling sering muncul dalam pelaksanaan eksekusi terhadap objek Hak 
Tanggungan. Hal ini disebabkan karena adanya kemungkinan harga limit objek 
Hak Tanggungan (baca; objek lelang) yang terlalu tinggi.  
4.2. Saran 
Pertama, bagi debitur, untuk menghindari jangan sampai terjadi eksekusi 
hak tanggungan dan untuk meminimalisir adanya eksekusi hak tanggungan, serta 
terjadinya wanprestasi sebaiknya debitur dalam melakukan pembayaran 
kewajiban kreditnya tepat waktu sesuai dengan perjanjian. 
Kedua, bagi kreditur hendaknya dalam pemberian kredit kepada debitur 
nilai jaminan lebih tinggi dari pada nilai pinjaman dan lebih teliti,  hati-hati serta 
selektif dalam memberikan kreditnya dengan menerapkan prinsip-prinsip 
pemberian kredit dengan baik untuk memilih kriteria calon debitur. Hal ini 
dimaksudkan apabila terjadi lelang eksekusi, objek jaminan dapat mencukupi 
untuk membayar utangnya kepada kreditur (bank), baik biaya perkara, denda dan 
biaya yang berkaitan dengan eksekusi hak tanggungan di Pengadilan Negeri.  
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